
Menimbang 

Mengingat 

PERA TURAN \VALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 21 TAHUN 2005 

TENT ANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEllAH 

TAHUN ANGGARAN 2005 

WALIKOTA MOJOKERTO 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2005 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2005, maka dipandang perlu perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Mojokerto tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2005; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur/Jawa Tcngah/Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3685) sebagaimana telab diubah dengan 

I. 



Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran 

Negara Nomor 4048); 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
·, 

Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tarnbahan Lembaran 

Negara Nomor 3688) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara 

Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lcmbaran Negara 

Nomor 3952) ; 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 

4286); 

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4355); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4359) ; 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4400); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor I 04, 



Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembnran , . egara Nomor 
4437); 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor l 26, Tambahan Lembaan Negara Nomor 
4438); 

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); 

15. Peraturan Pemcrintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat 
II Mojokeno (Lembaran Negara Tahun 19¥2 Nomor 

74, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3212) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor I ()t. Tahun 2000 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Nega .. � Tahun 2000 
Nomor 201, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 

4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 Tahun 20( I (Lcmbaran Negara 

Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4165) : 

17. Peraturan Pcmerintah Nomor 105 Tahun 2opo tentang 
Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Norpor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Nemer 4022) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor I 07 Tahun 20\)0 ten tang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Nt:r;ara Tahun 2000 

Ncrnor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4024); 



19. Peraturan Pcmerintah Nomor H.18 Tahun 2000 tentang 
Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor I 09 Tahun 2000 ten tang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 
21. Peraturan Pemerintah Norr.or 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran l\egara Tahun 2001 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomo• 66 Tahun 200 I tentang 

Retribusi Daerah (Lembarar. Negara Tahun 200 I 

Nomor 119, Tambahan Len:.baran Negara Nomor 

4139); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2005 (Lembaran Negara Tehan 2005 Nomor 94, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4549) ; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 

2002 ten tang Pedoman Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 

Cara Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran f'cndapatan dan Belanja 
Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 14 Tahun 

2003 tentang Pengelolaa'i Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 200' Nomor 4/E); 



Menetapkan 

26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah 
Tahun 2005 Nomor 1/A); 

27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 

2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran 

Daerah Tahun 2005 Nomor 3/A); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2005 terdiri atas : 
l. Pendapatan : 

a. Semula Rp. 188.727.614.100,00 

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (8.616.815.700,00) 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 180.110.798.400,00 

2. Belanja: 

a. Semula Rp. 206.292.614.100,00 

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (6.715.690.500,00) 

Jumlah Bclanja setelah Perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 

Rp. 199.576.923.600,00 

Rp. (1.901.125.200,00) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

I. Semula Rp. 17.765.000.000,00 
2. BertambaW(Berlrurang) Rp. 1.701.125.200,00 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 19.466.125.200,00 



a. Pengeluaran 

I. Semula 

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 

Rp. 200.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan 

Pasal 2 

Rp. 0,00 

Rp. 19.446.125.200 

Uraian Jebih Janjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, dirinci 

lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

merupakan bagian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan ini. 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

Pada tanggal 26 Oktober 2005 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ttd 

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM. 



Diundangkan di M�: ikerto 

Pada tanggal 26 Oktcber 2005 

SEKRETARIS DAER,\H KOTA MOJOKERTO 

ltd 

Drs. SOEBIAN.TORO, Msi 
Pembina Uta111a Madya 

NIP. 510 0.35 459 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 .NOJVOR 2/A 



Salfnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONOj SH 
NIP. 1960072919850 1 007 
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